




A. Penelitian Terdahulu  
Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam 
penelitian saya kali ini, namun disini saya menemukan beberapa hasil yang 
berbeda dari penelitian terdahulu.  
Badjuri (2011) dalam penelitiannya dimana variabel independensi dan 
akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sehingga semakin 
tinggi sikap independensi daj akuntabilitas yang dimilik auditor maka akan 
meningkatkan kualitas audit. sedangkan pengalaman dan due professional care 
tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 
Kurnianingsih et al. (2014) dalam penelitiannya dimana variable fee audit 
dan rotasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan untuk 
variable audit tenure berpengaruh secara negatif terhadap kualitas audit. Oleh 
karena itu jika fee audit dan rotasi audit baik maka kualitas audit nya pun baik.  
Indah dan Pamudji (2010) dalam penelitiannya dimana pengalaman, 
pengetahuan dan telaah dari rekan auditor (peer review) berpengaruh positif 
terhadap kualitas audit. sehingga semakin luas pengetahuan seorang auditor serta 
semakin berpengalaman dalam bidang auditing dan jugfa adanya peer review dari 
rekan auditor, maka akan semakin baik kualitas audit yang dilakukan. 
Shintya et al. (2016) dalam penelitiannya dengan menyimpulkan bahwa 
Kompetensi auditor berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas 
audit yang dihasilkannya, semakin tinggi kompetensi seorang auditor maka 
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kualitas audit yang dihasilkan semakin baik. Independensi auditor berpengaruh 
secara positif dan signifikan terhadap kualitas audit, semakin tinggi tingkat 
independensi seorang auditor maka kualitas audit yang dihasilkan semakin baik. 
Juga tekanan anggaran waktu auditor berpengaruh secara positif dan signifikan 
terhadap kualitas audit, semakin di tekan secara waktu seorang auditor maka akan 
semakin baik kualitas audit yang dihasilkan.  
 Pratistha dan Widhiyani (2014) dalam penelitiannya memperlihatkan 
bahwa independendsi auditor dan besaran fee audit  berpengaruh  positif  dan 
signifikan terhadap kualitas proses audit baik secara simultan maupun parsial. 
Kondisi ini menggambarkan  semakin  tinggi fee audit yang diberikan klien, 
semakin  luas pula prosedur audit yang  akan  dilakukan  auditor  maka  kualitas  
audit  yang dihasilkan pun akan tinggi. 
 Alim et al. (2007) dalam penelitiannya memperlihatkan bahwa kompetensi 
dan independensi secara signifikan terhadap kualitas audit. Kondisi ini 
menggambarkan semakin tinggi kompetensi dan sikap independensi yang dimiliki 
oleh seorang auditor maka akan meningkatkan kualitas audit yang nantinya akan 
dihasilkan. 
B. Landasan Teori  
1. Teori Agensi ( Agency Theory ) 
Model agency theory biasa terjadi dalam keterlibatan kontrak kerja antara 
pemilik (principal) dan pihak yang dipekerjakan (agen) dimana kontrak ini 
bertujuan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan dimana disini 
pemilik (principal) memberikan wewenang dan hak terhadap pihak yang 
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dipekerjakan (agen) untuk mengambil sebuah keputusan bisnis bagi pihak pemilik 
(principal). Agen atau pihak yang diperkerjakan berusaha memaksimalkan 
kegunaan yang diharapkan oleh principal, sementara mempertahankan agen yang 
dipekerjakan dan menjamin bahwa ia memilih tindakan yang optimal. Teori 
agensi memperluas informasi yang didalamnya mengakui bahwa beberapa 
kekuatan yang bermain dalam organisasi mempengaruhi bagaimana informasi 
disampaikan (Ulum, 2016:48). Kepentingan kedua belah pihak tidak selalu sama 
yang menyebabkan terjadinya masalah antara principal dan agen sebagai pihak 
yang diserahi wewenang untuk mengelola perusahaan. 
(https://bungrandhy.wordpress.com/2013/01/12/teori-keagenan-agency-theory/)     
Menurut Hartadi (2012) teori agensi ditekankan untuk mengatasi dua 
permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan agensi. Pertama adalah masalah 
agensi yang muncul dimana prinsipal dan agen memiliki kepentingan saling 
berlawanan, sedangkan disisi lain terjadi informasi asimetri, dan merupakan hal 
yang sulit bagi prinsipal untuk melakukan verivikasi apakah agen telah 
melaksanakan mandat sesuai dengan keinginan prinsipal. Kedua, adalah masalah 
pembagian resiko yang timbul dimana prinsipal dan agen memiliki sikap yang 
berbeda terhadap resiko. 
Menurut Fachruddin et al. (2017) adanya asimetri informasi dapat 
menciptakan kebutuhan akan adanya pihak ketiga yang independen untuk 
memeriksa dan memberikan kepastian pada laporan keuangan yang dibuat oleh 
manajemen, yaitu seorang auditor. Tujuan dari kepastian yang merupakan bagian 
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dari audit yaitu untuk mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara 
manajemen dan prinsipal. 
Jadi, teori keagenan untuk membantu auditor sebagai pihak ketiga untuk 
memahami konflik kepentingan yang dapat muncul antara principal dan agen. 
Principal selaku investor bekerjasama dan menandatangani kontrak kerja dengan 
agen atau manajemen perusahaan untuk menginvestasikan keuangan mereka. 
Dengan adanya auditor yang independen diharapkan tidak terjadi kecurangan 
dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Sekaligus dapat 
mengevaluasi kinerja agen sehingga akan menghasilkan sistem informasi yang 
relevan yang berguna bagi investor, kreditor dalam mengambil keputusan rasional 
untuk investasi. 
2. Auditing  
Pengertian auditing menurut Agoes (2014:2) adalah salah satu bentuk atetasi 
suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistimatis, oleh pihak yang 
independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, 
beserta catatan-catatan transaksi dan bukti-bukti pendukungnya. 
Sedangkan menurut Mulyadi (2002) menyatakan bahwa secara umum 
auditing didefinisikan sebagai suatu proses sistematik untuk memperoleh dan 
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang 
kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan kesesuaian 
antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta 
penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Sementara jika 
ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, auditing adalah pemeriksaan 
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(examination) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau 
organisai lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut 
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan 
hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. Auditing umumnya digolongkan 
menjadi 3 golongan, yaitu :  
a. Audit Laporan Keuangan, adalah audit yang dilakukan oleh auditor 
independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk 
menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.  
b. Audit Kepatuhan, adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah 
yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit 
kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat 
kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.  
c. Audit Operasional, adalah review secara sitematik kegiatan organisasi, atau 
bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu.  
Menurut Standar Profesioanal Akuntan Publik (SPAP) per 31 Maret 2011 
Ada lima tipe pokok opini audit yang diberikan oleh auditor, yaitu : 
a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion Report)  
Auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar 
auditing yang ditentukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, seperti yang 
terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik, dan telah 
mengumpulkan bahan-bahan pembuktian yang cukup dalam mendukung 
opini yang dikeluarkan, serta tidak menemukan adanya kesalahan material 
atas penyimpangan dari SAK/ETAP/IFRS.  
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b. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan 
(Unqualified Opinion Report with Explanatory Language) 
Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang 
mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan dalam laporan 
audit, meskipun tidak memengaruhi pendapat wajar tanpapa pengecualian 
yang dinyatakan oleh auditor. 
c. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion Report) 
Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan 
keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi 
keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan 
SAK/ETAP/IFRS, kecuali dampak hal yang berkaitan dengan yang 
dikecualikan. 
d. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion Report)  
Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak 
menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas 
dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Apabila auditor menyatakan 
pendapat tidak wajar, ia harus menjelaskan dalam paragaraf terpisah 
sebelum paragaraf dalam lapporannya (a) semua alasan yang mendukung 
pendapat tidak wajar, dan (b) dampak utama hal yang menyebabkan 
pemberian pendapat tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, 
perubahan ekuitas dan arus. Jika dampak tersebut tidak dapat ditentukan 






e. Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer of Opinion Report) 
Auditor dapat menyatakan suatu pendapat apabila ia tidak dapat 
merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran 
laporan keuangan sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Jika auditor menyatakan 
tidak memberikan pendapat, laporan auditor harus memberikan semua 
alasan substantif yang mendukung penyataannya tersebut. Pernyataan tidak 
memberikan pendapat adalah cocok jika auditor tidak melaksanakan audit 
yang lingkupnya memadai untuk memungkinkannya memberikan pendapat 
atas alporan keuangan. penyataan tidak memberikan pendapat harus tidak 
diberikan karena auditor yakin bahwa terdapat penyimpangan material dari 
SAK/ETAP/IFRS. 
Pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik harus diterapkan oleh setiap 
KAP pada semua jasa audit, atestasi, akuntansi dan review, dan konsultasi yang 
standarnya telah ditetapkan oleh IAPI (IAPI, SPAP, 2011). Sistem pengendalian 
mutu KAP mencakup kebijakan dan prosedur pengendalian mutu, penetapan 
tanggung jawab, komunikasi dan pemantauan (SPAP:2011). Untuk lebih jelasnya 
maka akan dibahas seperti dibawah ini : 
a. Independensi 
Kantor Akuntan Publik harus merumuskan kebijakan dan prosedur untuk 
memberikan keyakinan memadai bahwa, pada setiap tingkat organisasi, 
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semua personel mempertahankan independensi sebagaimana diatur oleh 
Kode Etik Profesi Akuntan Publik. 
b. Penugasan Personel 
Kantor Akuntan Publik harus merumuskan kebijakan dan prosedur 
penegndalian mutu mengenai penugasan personel untuk memberikan 
keyakinan memadai bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh staf 
profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk 
perikatan tersebut. 
c. Konsultasi 
Kantor Akuntan Publik harus merumuskan kebijakan dan prosedur 
pengendalian mutu mengenai konsultasi untuk memberikan keyakinan 
memadai bahwa personel akan memperoleh informasi memadai sesuai yang 
dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, 
pertimbangan dan wewenang memadai. 
d. Supervisi 
Kantor Akuntan Publik harus merumuskan kebijakan dan prosedur 
pengendalian mutu mengenai pelaksanaan dan supervisi perikatan untuk 
memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan perikatan 
memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh KAP. 
e. Pemekerjaan (Hiring) 
Kantor Akuntan Publik harus merumuskan kebijakan prosedur pengendalian 
mutu mengenai pemerkerjaan untuk memberikan keyakinan memadai 
bahwa semua orang yang dipekerjakan memiliki karakteristik sendiri, 
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sehingga memungkinkan mereka melakukan penugasan secara kompeten. 
Mutu dalam KAP akhirnya tergantung atas integritas, kompetensi dan 
motivasi personel yang melaksanakan dan melakukan supervisi pekerjaan. 
f. Pengembangan Profesional 
Kantor Akuntan Publik harus merumuskan kebijakan prosedur pengendalian 
mutu profesional untuk memberikan keyakinan memadai bahwa personel 
memiliki pegetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi 
tanggung jawabnya.  
g. Promosi 
Kantor Akuntan Publik harus merumuskan kebijakan prosedur pengendalian 
mutu profesional untuk memberikan keyakinan memadai bahwa personel 
yang terseleksi untuk promosi memliki kualifikasi seperti yang sudah 
ditetapkan untuk tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi. 
h. Penerimaan dan Kebijakan Klien 
Kantor Akuntan Publik harus merumuskan kebijakan prosedur pengendalian 
mutu untuk meminumkan kemungkinan terjadinya hubungan dengan klien 
akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan 
terjadinya hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki 
integritas. 
i. Inspeksi  
Kantor Akuntan Publik harus merumuskan kebijakan prosedur pengendalian 
mutu mengenai inspeksi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa 
prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur lain pengendalian mutu 
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telah ditetatapkam dengan efektif. Prosedur inspeksi ini dapat dirancang dan 
dilaksanakan oleh individu yang bertindak untuk kepentingan manajemen 
KAP. 
3. Kualitas Audit  
Akuntan  publik  atau  auditor  independen  dalam  menjalankan  tugasnya 
harus memegang prinsip-prinsip profesi. Berdasarkan Standar Profesional 
Akuntan Publik (SPAP,2011) ada 8 prinsip yang harus dipatuhi akuntan publik 
yaitu :  
a. Tanggung jawab profesi.  
Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional 
dalam semua kegiatan yang dilakukannya.  
b. Kepentingan publik.  
Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka 
pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan 
menunjukkan komitmen atas profesionalisme.  
c. Integritas.  
Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan 
intregitas setinggi mungkin.  
d. Objektivitas.  
Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan 





e. Kompetensi dan kehati-hatian profesional.  
Setiap  anggota  harus  melaksanakan  jasa  profesionalnya  dengan hati-
hati, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk 
mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional.  
f. Kerahasiaan.  
 Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh 
selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau 
mengungkapka informasi tersebut tanpa persetujuan.  
g. Perilaku Profesional.   
 Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi 
yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.  
h. Standar Teknis.   
 Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar 
teknis dan standar profesional yang relevan.  
Selain itu akuntan publik juga harus berpedoman pada Standar Profesional 
Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 
dalam hal ini adalah standar auditing. Standar auditing terdiri dari standar umum, 
standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Berdasarkan Standar 
Profesional Akuntan Publik (SPAP,2011) :  
a. Standar Umum.  
1) Audit  harus  dilaksanakan  oleh  seorang  atau  lebih  yang  memiliki 
keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.  
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2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam 
sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 
3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 
b. Standar Pekerjaan Lapangan. 
1) Pekerjaan  harus  direncanakan  sebaik-baiknya  dan  jika  digunakan asisten 
harus disupervisi dengan baik.  
2) Pemahaman  yang  memadai  atas  struktur  pengendalian  intern  harus 
dapat diperoleh untuk merencanakan audit dan menetukan sifat saat lingkup 
pengujian yang akan dilakukan.  
3) Bukti  audit  kompeten  yang  cukup  harus  dapat  diperoleh  melalui 
inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar 
yang   memadai   untuk   menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang 
diaudit. 
c. Standar Pelaporan.  
1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun 
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.  
2) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidak 
konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan 
keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip 
akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 
3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 
memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.  
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4) Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan 
keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi. 
Sehingga berdasarkan uraian di atas, audit memiliki fungsi sebagai proses 
untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan 
para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan 
pengesahan   terhadap   laporan   keuangan. Para pengguna   laporan keuangan 
terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada 
laporan yang telah dibuat oleh auditor. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan 
penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu 
auditor harus menghasilkan audit yang berkualitas sehingga dapat mengurangi 
ketidakselarasan yang terjadi antara pihak manajemen dan pemilik. Ikatan 
Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor 
dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian 
mutu. 
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit 
a. Independensi  
Pada umumnya independensi merupakan sifat seorang auditor yang tidak 
dapat dipengaruhi oleh siapapun dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai 
seorang auditor dalam mengaudit laporan keuangan untuk kepentingan umum.  
Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN, 2007) 
menjelaskan bahwa Independensi adalah sebagai berikut :“Dalam semua hal yang 
berkaitan dengan pekerjaan pemeriksa, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus 
bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern dan 
organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”.  
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Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa auditor 
yang menegakkan independensinya, tidak akan terpengaruh dan tidak dipengaruhi 
oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam 
mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. 
Dalam kenyataannya auditor seringkali menemui kesulitan dalam 
mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang seringkali menggangu 
sikap mental independen auditor adalah sebagai berikut: 
1) Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor 
dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut. 
2) Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk 
memuaskan keinginan kliennya. 
3) Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan 
lepasnya klien.  
Pada penelitian ini peneliti mengukur independensi dengan cara 
menanyakan lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan 
auditor dan pemberian jasa non audit.  
Independensi diproksikan dengan 4 sub variabel menurut teori yang 
dikemukakan oleh Agoes (2004: 302) yaitu : 
1) Lama hubungan dengan klien (Audit Tenure) 
 Di Indonesia, masalah audit tenure atau masa kerja auditor dengan klien 
sudah diatur dalam Keputusan Menteri keuangan No.423/KMK.06/2002 tentang 
jasa akuntan publik. Keputusan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor 
paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan 
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Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun. Pembatasan ini dimaksudkan agar auditor 
tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat mencegah terjadinya skandal 
akuntansi. Penugasan audit yang terlalu lama kemungkinan dapat mendorong 
akuntan publik kehilangan independensinya karena akuntan publik tersebut 
merasa puas, kurang inovasi, dan kurang ketat dalam melaksanakan prosedur 
audit. Sebaliknya penugasan audit yang lama kemungkinan dapat pula 
meningkatkan independensi karena akuntan publik sudah familiar, pekerjaan 
dapat dilaksanakan dengan efisien dan lebih tahan terhadap tekanan klien. 
2) Tekanan dari klien 
Dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik 
kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajemen mungkin ingin operasi 
perusahaan atau kinerjanya tampak berhasil yakni tergambar melalui laba yang 
tinggi dengan maksud untuk menciptakan penghargaan. Untuk mencapai tujuan 
tersebut tidak jarang manajemen perusahaan melakukan tekanan kepada auditor 
sehingga laporan keuangan auditan yang dihasilkan itu sesuai dengan 
keinginan klien. Pada situasi ini, auditor mengalami dilema. Pada satu sisi, jika 
auditor tidak mengikuti klien maka ia melanggar standar profesi. Tetapi jika 
auditor tidak mengikuti klien maka klien dapat menghentikan penugasan atau 
mengganti KAP auditornya. 
Kondisi keuangan klien berpengaruh juga terhadap kemampuan auditor 
untuk mengatasi tekanan klien. Klien yang mempunyei kondisi keuangan yang 
kuat dapat memberikan fee audit yang cukup besar dan juga dapat memberikan 
fasilitas yang baik bagi auditor. Selain itu probabilitas terjadinya kebangkrutan 
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klien yang mempunyai kondisi keuangan baik relatif kecil. Pada kondisi ini 
auditor menjadi puas diri sehingga kurang teliti dalam melakukan audit. 
3) Telaah dari rekan auditor (Peer Review) 
Tuntutan pada profesi akuntan untuk memberikan jasa yang berkualitas 
menuntut transparansi informasi mengenai pekerjaan dan operasi Kantor Akuntan 
Publik. Kejelasan informasi tentang adanya sistem pengendalian kualitas yang 
sesuai dengan standar profesi merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban 
terhadap klien dan masyarakat luas akan jasa yang diberikan. 
Peer review adalah review oleh akuntan public (rekan) namun praktik di 
Indonesia Peer Review dilakukan oleh badan otoritas yaitu Badan Pemeriksa 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pada tahun-tahun terakhir, yang melakukan 
review bukan lagi BPKP namun Depatemen Keuangan yang memberikan ijin 
praktek dan Badan Review Mutu dari profesi Institut Akuntan Publik Indonesia 
(IAPI). 
4) Jasa non audit 
Jasa yang diberikan oleh KAP bukan hanya jasa atestasi melainkan juga jasa 
non atestasi yang berupa jasa konsultasi manajemen dan perpajakan serta jasa 
akuntansi seperti jasa penyusunan laporan keuangan. Adanya dua jenis jasa yang 
diberikan oleh suatu KAP menjadikan independensi auditor terhadap kliennya 
dipertanyakan yang nantinya akan mempengaruhi kualitas audit. 
b. Kompetensi  
Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 2011) menyebutkan 
bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian 
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dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga 
(SA seksi 230 dalam SPAP 2011) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit 
dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran 
profesionalitasnya dengan cermat dan seksama (due profesional care). 
Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010) dalam Nugraha 
(2017) menjelaskan kompetensi adalah sebagai berikut : Kompetensi artinya 
auditor harus mempunyai kemampuan, ahli dan berpengalaman dalam memahami 
kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat 
mendukung kesimpulan yang akan diambil. 
Adapun karakteristik kompetensi menurut Lyle dan Spencer yang dikutip 
Prihadi (2004) terdapat 3 karakteristik dari kompetensi adalah sebagai berikut : 
1) Motif (Motives) 
Motif adalah hal-hal yang terfikir oleh seseorang untuk berfikir dan 
memiliki keinginan secara konsisten yang akan dapat minimbulkan 
tindakan. 
2) Pengetahuan (Knowledge) 
Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang-bidang 
tertentu. 
3) Keterampilan (Skill) 
Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan tugas fisik atau mental. 
Adapun indikator kompetensi auditor menurut (SPAP, PSA No.04, 2011) 





Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor 
karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak 
pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat 
mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan 
lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. 
Singkatnya, auditor yang mempunyai tingkatan pengalaman yang sama, 
belum tentu pengetahuan yang dimiliki sama pula. Jadi ukuran keahlian 
tidak cukup hanya pengalaman tetapi diperlukan pertimbangan-
pertimbangan lain dalam pembuatan suatu keputusan yang baik karena pada 
dasarnya manusia memiliki unsur lain disamping pengalaman, misalnya 
pengetahuan. 
2) Pengalaman 
Pengalaman adalah pengetahuan atau keahlian yang didapt dari pengamatan 
langsung atau partisipasi dalam suatu peristiwa dan aktivitas yang nyata. 
3) Pendidikan 
Auditor harus selalu memelihara dan mempertahankan kualitas 
profesionalnya serta kemampuan teknisnya melalui pendidikan secara 
berkesinambungan. Mereka harus berusaha memperoleh informasi tentang 






4) Pelatihan  
Auditor yang menerima pelatihan dan umpan balik tentang deteksi 
kecurangan menunjukkan tingkat skeptik dan pengetahuan tentang 
kecurangan yang lebih tinggi dan mampu mendeteksi kecurangan dengan 
lebih baik dibanding dengan audit yang tidak menerima perlakuan tersebut. 
C. Kerangka Pemikiran 









D. Pengembangan Hipotesis  
Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka dapat dirumuskan hipotesis 
sebagai berikut : 
1. Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit 
Hakim (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
antara kompetensi auditor dengan kualitas audit. Sedangkan penelitian Nur'aini 
(2013) menghasilkan hal yang berbeda yaitu kompetensi tidak berpengaruh 
terhadap kualitas audit. Akuntan publik dalam melakukan audit harus bertindak 









pemahaman mengenai bidang yang ditekuni maka tentunya akan dapat 
mengahsilkan hasil yang berkualitas.  
Elfarani (2007) dalam  Tjun Tjun et al. (2013) Jika auditor memiliki 
kompetensi yang baik maka auditor akan dengan mudah melakukan tugas-tugas 
auditnya dan sebaliknya jika rendah maka dalam melaksanakan tugasnya, auditor 
akan mendapoatkan kesulitan-kesulitan sehingga kualitas audit yang dihasilkan 
akan rendah pula. Berdasarkan penelitian – penelitian sebelumnya, dapat dibuat 
hipotesis bahwa: 
H1: Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit 
2. Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit 
Wiratama dan Budiartha (2015) dan Aini (2013) dalam penelitiannya 
menyatakan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun 
penelitian Febriyanti dan Mertha (2014) memberikan hasil sebaliknya yaitu 
independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Independensi merupakan 
sikap yang harus dimiliki oleh setiap auditor dalam melakukan pekerjaannya, 
karena independensi telah menjadi syarat yang mutlak yang harus dimiliki oleh 
auditor. Auditor yang menjunjung tinggi independesinya maka akan 
menghasilkan laporan audit yang lebih baik sesuai dengan fakta-fakta yang ada 
dan tidak dapat dipengaruhi maupun memihak pada pihak tertentu sehingga 
merugikan pihak lain. 
Oleh karena itu cukuplah beralasan bahwa untuk menghasilkan audit yang 
berkualitas diperlukan sikap independen dari auditor. Karena jika auditor 
kehilangan independensinya maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai 
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dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar 
pengambilan keputusan. Semakin auditor mampu menjaga sikap independensinya 
dalam menjalankan tugas profesionalnya maka kualitas audit yang dihasiklkan 
akan meningkat (Badjuri, 2011). Berdasarkan penelitian – penelitian sebelumnya, 
dapat dibuat hipotesis bahwa: 
H2: Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 
